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RINGKASAN

Peningkatan angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo pasca
berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi fenomena yang
memunculkan persoalan hukum dan sosial. Undang-undang tersebut menetapkan batas
usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, dengan tujuan
utama menekan angka perkawinan anak. Namun demikian, ruang hukum yang tetap
membuka peluang dispensasi memicu terjadinya lonjakan permohonan. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perubahan dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Ponorogo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
tingginya permohonan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan
teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Ponorogo masih didominasi oleh faktor kehamilan di luar nikah, tekanan sosial budaya,
rendahnya tingkat pendidikan, dan lemahnya pengawasan keluarga. Meskipun
Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman
teknis dalam memutus permohonan dispensasi nikah, implementasinya di tingkat lokal
belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka permohonan. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan dispensasi nikah tidak hanya ditentukan
oleh regulasi normatif semata, melainkan memerlukan sinergi antara penegakan hukum,
edukasi masyarakat, dan penguatan institusi sosial dalam mencegah praktik pernikahan
usia dini.

Kata Kunci: Dispensasi nikah, Kebijakan, Pernikahan Dini



ABSTRACT

The increasing number of marriage dispensation applications at the Religious Court of
Ponorogo following the enactment of Law Number 16 of 2019 raises critical legal and
social concerns. The law raises the minimum marriage age for both men and women to
19 years, aiming to reduce the prevalence of child marriage. However, the continued
allowance for dispensations has led to a significant rise in such applications. This study
aims to analyze the implementation of marriage dispensation policy changes in the
Religious Court of Ponorogo and to identify the factors contributing to the high number
of applications. Employing a juridical-empirical approach, data were collected through
in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The results reveal that
dispensation applications are largely driven by premarital pregnancy, cultural and social
pressure, low education levels, and inadequate parental supervision. Although the
Supreme Court has issued Regulation (PERMA) No. 5 of 2019 to guide the adjudication
of such applications, its implementation at the local level has not been fully effective in
curbing the growing number of requests. This study concludes that the effectiveness of
the marriage dispensation policy is not solely dependent on legal instruments, but also
requires integrated efforts involving legal enforcement, public education, and the
empowerment of social and religious institutions to prevent early marriages.

Keywords: Marriage dispensation, Policy, Early Marriage
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MOTTO
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"Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi
takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku"
(Umar Bin Khatab)

"Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada
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